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LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN TABANAN TAHUN 2015 NOMOR 10
======================================================
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI 
PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI  TABANAN,
	Menimbang
	:
	a. bahwa untuk meningkatan pelayanan  kesehatan serta memperhatikan indek harga dan perkembangan perekonomian perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;



	Mengingat
	:
	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan         Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan     Nomor 2; 


Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan
BUPATI  TABANAN

MEMUTUSKAN  :
	Menetapkan
	:
	PERATURAN DAERAH  TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan  Pasal 1 angka 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 dan 33  disempurnakan dan angka 36 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut : 
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Bupati adalah Bupati Tabanan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.

5. Retribusi Pelayanan Kesehatan  yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling tidak termasuk pelayanan pendaftaran. Dengan kata lain Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat (wajib retribusi) sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.

6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

7. Puskesmas Pembantu adalah unit dari Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan pelayanan kesehatan lainnya di lokasi tertentu di luar Puskesmas.

8. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.

9. Balai Pengobatan adalah unit diluar Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan pelayanan kesehatan lainnya.

10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya pada unit atau instansi kesehatan masyarakat, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas Rawat Inap, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tanpa tinggal di rawat inap.
12. Rawat Jalan Dasar adalah pelayanan rawat jalan di tingkat Polindes, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Puskesmas dan Puskesmas perawatan tanpa atau dengan dokter/dokter gigi.

13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.

14. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian serta kecacatan.

15. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis.

16. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan selama proses persalinan, meliputi pelayanan ante partum, partum, dan post partum termasuk pelayanan terhadap bayi yang baru dilahirkan.

17. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi ukufasinal, terapi bicara, ortotik/protetik, bimbingan sosial medis dan jasa fisikologik serta jasa fisikologik lainnya.

18. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan penunjang untuk membantu dan atau menegakan diagnosis serta follow up terapi antara lain berupa Pelayanan Laboratorium Klinik, Laboratorium Microbiologi, Radiologi Diagnostik, Elektromedik Diagnostik dan tindakan/ pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.

19. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.

20. Tindakan Medis Non-Operatif adalah tindakan medis tanpa pembedahan.

21. Tindakan Medis Operatif Sederhana adalah tindakan medis yang meliputi pelayanan WT-HT, luka pada kulit, bedah sederhana, anastesi, luka jahitan, pasang infus, pasang selang, pasang spalek, pasang mitela oksigenasi <1 jam.
22. Tindakan Medis Operatip Kecil 1 adalah tindakan medis yang meliputi pelayanan WT-HT luka jahitan, reposisi fraktur tertutup, reposisi dislokasi sederhana, sunat dengan lokal anastesi, eskterpasi tumor jinak, translokasi IUD, luka bakar <10%, kateterisasi.
23. Tindakan Medis Operatip Kecil 2 adalah tindakan medis yang meliputi pelayanan Wt-HT luka kulit >20 jahitan, luka bakar >10% tanpa operasi, vasektomi, gigitan binatang, dislokasi sendi bahu, siku, panggul, pergelangan tumir, simpisis dan rahang.
24. Tindakan Medis Operatip Sedang 1 adalah tindakan medis yang meliputi pelayanan Tumor jinak kulit, sub cutis, payudara, parotis di leher, muka tanpa komplikasi.
25. Tindakan Medis Operatip Sedang 2 adalah. Hernia Reponible, Hydrocelle, varicocelle, Apendixitis, Batu Buli-Buli, Bibir sumbing, Kista Demoid, Kelainan tangan bawaan, Tumor jinak kulit subcutis, payudara, parotis di leher/muka dengan penyulit.

26. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk membantu dan atau menegakkan diagnosis serta follow up terapi antara lain berupa pelayanan laboratorium klinik, Laboratorium Microbiologi, Radiologi Diagnostik, Elektromedik Diagnostik dan tindakan / pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.

27. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna  meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Puskesmas.

28. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang diberikan di Unit Farmasi Puskesmas.

29. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, konsultasi gizi dan konsultasi khusus lainnya.

30. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
31. Kunjungan Rumah adalah pelayanan yang diberikan di rumah pasien atas permintaan pasien maupun rujukan balik rumah sakit terhadap pasien-pasien yang menurut pertimbangan medis masih memerlukan pengawasan dan perawatan medis  tetapi secara fisik kondisi pasien tidak memungkinkan untuk datang ke Puskesmas.

32. Jasa Sarana adalah beban yang dibayarkan oleh pasien atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, obat-obatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

33. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, administrasi dan atau pelayanan lainnya, seperti jasa  observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, perawatan, rehabilitasi medis.
34. Jasa Konsultasi Khusus adalah imbalan yang diberikan atas pelayanan konsultasi psikologis, konsultasi gizi dan konsultasi khusus lainnya.

35. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisapkan atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya, yang disediakan oleh pemerintah dan sumber pengasaan lainnya.

36. Dihapus
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c dihapus dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9
(1) Komponen tarif Rawat Jalan meliputi :
a. jasa sarana ; dan 

b. jasa pelayanan;

c. dihapus.
(2) Struktur dan besaran tarif rawat jalan tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Komponen tarif Rawat  Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk obat-obatan pendamping, tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar oleh pasien.
3. Ketentuan  Pasal 10 ayat (1) huruf c dihapus dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10
(1) Komponen Tarif Rawat Darurat meliputi :
a. jasa sarana ; dan

b. jasa pelayanan ;
c. dihapus.
(2) Struktur dan besaran tarif rawat gawat darurat tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Komponen tarif Rawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Obat-obatan Pendamping, Tindakan Medik, Tindakan Medik Gigi, Penunjang Medik, Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Jasa Konsultasi antar Spesialis yang apabila ada dibayar oleh pasien.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c dihapus dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Komponen dan Besaran Rawat Inap meliputi:
a. jasa sarana ; dan

b. jasa pelayanan ;

c. dihapus.

(2) Besaran tarif rawat gabung bagi bayi yang baru lahir di Puskesmas Rawat Inap :
a. Jasa Sarana adalah 50% dari jasa sarana ibunya; dan

b. Jasa Pelayanan dan jasa visite dokter adalah sama dengan jasa pelayanan dan jasa visite di kelas perawatan ibunya.
(3) Struktur dan besaran tarif rawat inap tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4) Komponen tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk Obat-obatan Pendamping, Tindakan Medik, Tindakan Penunjang Medik, Jasa Konsultasi Spesialis yang apabila ada dibayar tersendiri oleh pasien.
5. Ketentuan   ayat (3) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12
(1) Jenis  Tindakan Medik meliputi tindakan operatif, tindakan non operatif  dan tindakan elektromedik.
(2) Tarif  Tindakan Medik ditentukan berdasarkan unit cost yang dihitung atas dasar kategori tindakan dan kelas perawatan pasien.
(3) Struktur dan besaran tarif tindakan medik tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan  Pasal 13 ayat (2) huruf c dihapus dan ayat (3) ditambah satu angka yaitu angka 4 sehingga berbunyi sebagai berikut : 
Pasal 13
(1) Besaran tarif Pelayanan Persalinan/Kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, kelas perawatan dan kategori penolong persalinan yang dihitung berdasarkan unit cost.
(2) Komponen tarif Pelayanan Persalinan meliputi :
a. jasa sarana ; dan
b. jasa pelayanan ;
c. dihapus.
(3) Struktur dan besaran tarif  pelayanan persalinan  tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14
(1) 
Tarif Pelayanan Laboratorium meliputi :

a.
Pemeriksaan Laboratorium ; dan 

b.
Pemeriksaan Radiodiagnostik.

(2) Struktur dan besaran tarif  pelayanan laboratorium tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) sehingga  berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18
(1) Tarif Pelayanan Medik Gigi dan Mulut rawat jalan disesuaikan dengan besarnya tarif pelayanan Rawat Jalan.
(2) Tarif Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Obat-obatan Pendamping, Tindakan Medik, Tindakan Medik Gigi, Penunjang Medik, pelayanan Rehabilitasi Medik dan Jasa Konsultasi  yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
(3) Tarif Tindakan Medik Gigi Operatif dan Non Operatif ditentukan sama dengan Tarif Tindakan Medik berdasarkan kategori besar kecilnya tindakan serta kelas perawat. 
(4) Struktur dan besaran tarif  tindakan medik gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan  Pasal 19 ayat (1) huruf c dihapus, ayat (2) diubah sehingga  berbunyi sebagai berikut :
Pasal 19
(1)
Komponen Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan  meliputi :
a. jasa sarana ; dan

b. jasa pelayanan.
c. dihapus.
 (2)
Struktur dan besaran tarif  pelayanan pemeriksaan kesehatan tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3)
Tarif pemeriksaan kesehatan ini tidak termasuk biaya pemeriksaan penunjang diagnosis.
10. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf c dihapus, ayat (3) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21
(1)
Pelayanan Mediko Legal berupa Visum et Repertum hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Komponen tarif pelayanan Mediko Legal terdiri dari:

a. jasa sarana ; dan
b. jasa pelayanan .

c. dihapus.
(3)
Struktur dan besaran tarif  pelayanan mediko legal  tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)
Tarif pelayanan Mediko Legal ini tidak termasuk biaya tindakan  dan pemeriksaan penunjang diagnosis.
(5)
Jasa Pelayanan Tarif Mediko Legal sebagaimana dimaksud pasa ayat (3) termasuk Jasa Sarana dan jasa pelayanan kesehatan.
11. Ketentuan  Pasal 22 ayat (2) huruf b dan ayat (3) diubah dan sehingga  berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22
(1) Pelayanan Ambulance dipergunakan untuk kepentingan pertolongan kegawatdaruratan medik, evakuasi, rujukan pasien dari tempat tinggal ke Puskesmas/Badan RSU atau dari Badan RSU ke Puskesmas/rumah pasien.
(2)
Komponen Tarif Pelayanan Ambulance terdiri dari :

a.
Jasa Sarana Transportasi Ambulance ; dan

b.
Jasa Pelayanan.

(3)
Struktur dan besaran tarif  pelayanan ambulance tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)
Besarnya jasa pelayanan sebesar 40 % dari besaran tarif pelayanan ambulance dan jasa sarana sebesar 60 % dari besaran tarif pelayanan ambulance.
12. Ketentuan  ayat (1) dan ayat (3) Pasal 23 diubah sehingga  berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23
(1) Struktur dan besaran tarif  pelayanan ambulance tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Komponen tarif Pelayanan Mobil Jenasah meliputi:

a. jasa sarana ; dan

b. jasa pelayanan.

(3) Besaran Jasa Pelayanan Mobil Jenasah sebesar  40 % dari besaran Tarif dan Jasa Sarana sebesar 60 % dari besaran tarif.
Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di  Tabanan

pada tanggal  5 Nopember 2015

PENJABAT BUPATI TABANAN,

                     TTD

          I WAYAN SUGIADA

Diundangkan di Tabanan

pada tanggal 5 Nopember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD
I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN  2015 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI : (10/2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI 
PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM
          Untuk meningkatan pelayanan kesehatan serta memperhatikan indek harga dan perkembangan perekonomian perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

           Bahwa dalam upaya memberikan landasan hukum yang kuat terhadap Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tabanan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

       Pasal I


      Cukup Jelas.

 Pasal II


      Cukup Jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 10

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

RINCIAN BESARAN TARIF RAWAT JALAN

	NO
	JENIS PELAYANAN

RAWAT JALAN


	JASA

SARANA

(Rp)
	JASA

PELAYANAN KESEHATAN

(Rp)

	TOTAL

(Rp)

	
	
	
	
	

	1.
	Rawat Jalan Dasar
	
	
	

	
	1. Rawat Jalan tanpa dokter /dokter gigi
	6.000
	4.000
	10.000

	
	2. Rawat Jalan dengan dokter / dokter gigi
	9.000
	6.000
	15.000

	2.
	Rawat  Jalan dengan Dokter Spesialis

	12.000
	13.000
	25.000


PENJABAT BUPATI TABANAN,

TTD
       I WAYAN SUGIADA

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BESARAN TARIF RAWAT DARURAT

	NO
	JENIS PELAYANAN 

RAWAT DARURAT
	JASA

SARANA (Rp)

	JASA

PELAYANAN

(Rp)
	Total

(Rp)

	
	
	
	
	

	1.
	Rawat Jalan Dasar

	
	
	

	
	a. Rawat Jalan tanpa dokter /dokter gigi
	9.000
	6.000
	15.000

	
	b. Rawat Jalan dengan dokter /dokter gigi
	12.000
	8.000
	   20.000

	2.
	Rawat Jalan Spesialis

	18.000
	12.000
	   30.000


       PENJABAT BUPATI TABANAN,

                            TTD
                 I WAYAN SUGIADA

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RAWAT INAP

	JENIS

PELAYANAN


	JASA

SARANA 
(Rp)

	JASA

PELAYANAN
(Rp)
	TOTAL

(Rp)

	Pelayanan Rawat Inap


	35.000
	25.000
	60.000


PENJABAT BUPATI TABANAN,

             TTD
       I WAYAN SUGIADA

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF TINDAKAN MEDIk

	NO
	JENIS TINDAKAN
	JASA

SARANA (Rp)
	JASA

PELAYANAN

(Rp)

	TOTAL

(Rp)

	
	
	
	
	

	1.
	Tindakan Medis Operatif Sederhana
	15.000
	10.000
	25.000

	2.
	Tindakan Medis Operatif Kecil 1
	31.000
	14.000
	55.000

	3.
	Tindakan Medis Operatif Kecil 2
	60.000
	40.000
	100.000

	4.
	Tindakan Operatif Sedang 1
	180.000
	120.000
	300.000

	5.
	Tindakan Operatif Sedang 2
	350.000
	250.000
	600.000
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LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN PERSALINAN

	NO
	JENIS PELAYANAN PERSALINAN / KEBIDANAN


	JASA

SARANA (Rp)
	JASA PELAYANAN

(Rp)
	TOTAL

(Rp)

	
	
	
	
	

	1
	Persalinan Normal

	360.000
	240.000
	600.000

	2
	Persalinan Dengan Penyulit

	480.000
	320.000
	800.000

	3
	Persalinan Khusus


	720.000
	480.000
	1.200.000

	4
	Kriotrapi
	150.000


	100.000
	250.000
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LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN LABORATORIUM

	NO
	JENIS PELAYANAN
	JASA

SARANA

(Rp)
	JASA PELAYANAN

(Rp)
	TOTAL

(Rp)

	
	
	
	
	

	I
	PEMERIKSAAN

LABORATORIUM 


	
	
	

	1
	Kadar Hemoglobin (Hb) Sahli
	         6.000 
	               4.000 
	         10.000 

	2
	Glukose urin
	         8.000 
	               2.000 
	         10.000 

	3
	Protein urin
	         8.000 
	               2.000 
	         10.000 

	4
	LED
	         8.000 
	               2.000 
	         10.000 

	5
	BT
	         8.000 
	               2.000 
	         10.000 

	6
	CT
	         8.000 
	               2.000 
	         10.000 

	7
	Urine lengkap
	         8.000 
	               2.000 
	         10.000 

	8
	Darah lengkap
	     31.000 
	               9.000 
	         40.000 

	9
	Feses lengkap
	        15.000 
	               5.000 
	         20.000 

	10
	Asam urat (Uric acid)
	        20.000 
	               5.000 
	         25.000 

	11
	Cholesterol total
	        20.000 
	               5.000 
	         25.000 

	12
	Trigliserida
	        20.000 
	               5.000 
	         25.000 

	13
	Glukose darah
	        12.000 
	               3.000 
	         20.000 

	14
	Tes kehamilan (PP tes)
	         8.000 
	               2.000 
	         10.000 

	15
	Widal
	        35.000 
	               5.000 
	         40.000 

	16
	Golongan darah ABO
	         6.000 
	               4.000 
	         10.000 

	17
	Dengue IgG & IgM
	110.000 
	 15.000 
	 125.000 

	18
	Dengue Antigen
	       190.000 
	             15.000 
	        205.000 

	19
	Air bakteriologis
	        45.000 
	               30.000 
	         75.000 

	20
	Air kimia (Parameter terbatas)
	         100.000 
	             40.000 
	        140.000 

	21
	Makanan/Minuman bakteriologis
	         63.000 
	               42.000 
	        105.000 

	22
	Rektal swab
	         45.000 
	               30.000 
	         75.000 

	23
	Usap alat makan
	         45.000 
	               30.000 
	         75.000 

	II
	PEMERIKSAAN  RADIO DIAGNOSTIK 
	
	
	

	1
	Kepala
	        48.000 
	              32.000 
	         80.000 

	2
	Dada/Thorax
	        42.000 
	              28.000 
	         70.000 

	3
	Abdomen
	        60.000 
	              40.000 
	        100.000 

	4
	Pelvis/Panggul
	        42.000 
	              28.000 
	         70.000 

	5
	Leher/AP/Lateral
	        48.000 
	              32.000 
	         80.000 

	6
	Shoulder/Bahu
	        36.000 
	              24.000 
	         60.000 

	7
	Clavicula
	        36.000 
	              24.000 
	         60.000 

	8
	Scapula
	        36.000 
	              24.000 
	         60.000 

	9
	Humerus
	        42.000 
	              28.000 
	         70.000 

	10
	Femur AP/Lat
	        42.000 
	              28.000 
	         70.000 

	11
	USG
	        48.000 
	              32.000 
	         80.000 

	12
	EKG
	        48.000 
	              32.000 
	         80.000 
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LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT 
	NO
	JENIS TINDAKAN
	JASA SARANA (Rp)
	JASA PELAYANAN (Rp)

	TOTAL

 (Rp)

	1
	Tindakan Medis Sederhana
	20.000
	10.000
	30.000

	2
	Tindakan Medis Kecil 1
	30.000
	20.000
	50.000

	3
	Tindakan Medis Kecil 2
	45.000


	30.000


	75.000                               



	4
	Tindakan Medis Sedang 1
	75.000
	50.000
	125.000

	5
	Tindakan Medis Sedang 2
	120.000
	80.000
	200.000


PENJABAT BUPATI TABANAN,

                   TTD
      I WAYAN SUGIADA

LAMPIRAN VIII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

	N0
	JENIS PELAYANAN
	JASA SARANA (Rp)
	JASA PELAYANAN (Rp)
	TOTAL (Rp)

	1
	Pemeriksaan  Kesehatan untuk Sekolah

	9.000
	6.000
	15.000

	2
	Pemeriksaan  Kesehatan untuk Pekerjaan

	12.000
	8.000
	20.000

	3
	Pemeriksaan  Kesehatan untuk Asuransi

	18.000
	12.000
	30.000
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LAMPIRAN IX

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN MEDIKO LEGAL

	NO
	JENIS TINDAKAN
	JASA SARANA (Rp)
	JASA PELAYANAN

(Rp)
	TOTAL

(Rp)

	
	
	
	
	

	1
	Visum  di Dalam Gedung

	15.000
	10.000
	25.000

	2
	Visum  di Luar Gedung

	90.000
	60.000
	150.000
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LAMPIRAN X

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN AMBULANCE

	NO
	JARAK TEMPUH

(Km)
	BESARAN TARIF

(Rp)



	1
	 0 – 5


	150.000

	2
	0 – 15  


	200.000

	3


	0 – 25 
	250.000

	4


	0 – 35 
	350.000

	5


	0 – 40
	400.000
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LAMPIRAN XI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN MOBIL JENASAH

	NO
	JARAK TEMPUH

(Km)
	BESARAN TARIF

(Rp)



	1
	 0 – 5


	150.000

	2
	0  – 15  


	200.000

	3


	0 – 25 
	250.000

	4


	0 – 35 
	350.000

	5


	0 – 40
	400.000
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